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PERATURAN DAERAT KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 15 TAHUN2600
TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA !

DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAHAESA © |
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b.
-, .untuk menjamin serta meningkatkan kelangsungan pembangunan di

.., BUPATI TOBA SAMOSIR

L
: & bahwa Kepala Desa adalah orang pertama yang mengemban tugas dan

kewajiban sebagai penyelenggara dan tanggung jawab di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka
penyelenggaraan wusan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah dan
urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan
ketertiban;

bahwa dengan semakin meningkatnya hassil-hasil pembangunan dan

Desa diperlukan adanya kerjasama dan menghindari -kemungkinan

L ype, terjadinga perselisihan; |

. §..bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dxpandang perlu diatur |
.1.mengenai Keriasama Antar Desa; ; ‘

d

i 1.

2.

3.

4.

3.

béhWé untuk melaksanakan makeud huruf a, b dan ¢ tersebut di atas
perlu diteiapkan dengan Peraturan Dasrah;

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1998 tentang 'Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Toba Samosir dan }’abupaten Daerah
Tingkat I Mandailing Natal (Lembaran NegaraTahun 1998 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);

‘Un'dmxgmnldang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

, (Lemberan Negara Tahun 1999 Nomer 60, tambahan Lembaran Negara .
Nomor 3839),

Peraturan Meateri Dalamn Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, I\eputusa.n
Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai

. pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Talun, 1999 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  dan  Penyesuaian .Penau‘ﬁnhan‘ dalam
Penyelenggarnan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; ,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun !1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. /
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i . 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 11999 tentang
'+, Pedoman Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan | l

[ ol [UREINN i 1
| ' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA $AMOSIR

SR MEMUTUSKAN

#enetapkan PERAI‘URAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
; KERJASAMA ANTAR DESA.

t

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pagal 1

)alar.n Peraiﬁra;h baerah ini ymllg dimaksud dengan : ' I
§ B;lpati adalah Bupati Toba Samosir; |

1 Camat adalah Kepala Kecamatan;

i Désh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat’ setempat
yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten;

|

‘ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; ‘

Pex mlgkﬂt Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepal a-I(ePa.la Dusun

.Kerjasama ada}ah suafu usaha bersama antar Desa yang mengandung unqur timbal bahk
:saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di tingkat Desa; l
Perselisihan adaiah  ketidukserasian hubungan yang terjadi antar [Desa dalam
. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di tingkat Desa;
1 24 i | '
Gk it |
‘ Badan. Perwakilan Desa achlah badan perW'ﬂ\il’m yang terdiri atas pemuka-pemuka
masyarakat di desa yang ba’fungsx mengayozm adat {stiacial, membuat peraturan desa,
menampung dan menyalurkar aspirasi masyarakat serta me: lakukzm pen$awasml terhadap
penyelenggaraan pemeritaiar desa. [

it

BAB II b
BENTUK KERJASAMA o

Lo 5 A . PaSﬂJ 2
hl}ebérépé Desa dépat mengadakan kerjasama untuk kepentingan yang Hiatur dengan
keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

f
}
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-5 o
u{erJasmna dnpat dilakukan antar Desa dalam satu Kecamatan, antar Desa dalam saty |

Kabupaten, dan antar Desa yang berbeda Kabupaten dalam satu Propinsi, dan antar Desa
yang berbeda Propmsn dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesxa ‘

|
I ETA LA THTR
;Ker_]asama antar Desa meliputi urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi
masyarakat dan harus mendapat persetujuan dari BPD.

iUntuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimazksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dapat
dibentuk Badan Kerjasama.

i

Pasal 3

IKeputusa.n bersama sebaga-zmaua dimaksud dalam DPagal 2 ayat (1), memuat ketentuan-
ketentuan tentang ha.l -hal sebagai berikut : |
‘2. Ruang lingkup bldang yang dikerjasamakan; !
Susunan organisasi dan personalia; .
Tata cara dan ketentuan pelaksanaan; !
Pembiayaan; |
Jangka waktu, .

dan lain lain

e oo o

|Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) baru berlaku setelah ada pengesahan

dari :

.1. Bupati bagi Desa yang bekerjasana, berada dalam wilayah Kabupaten,

2 . Masing-masing Bupati/Walikota bagi Desa yang bekerjasama, berada dalam wilaysh
. Kabupatew/Kota yang berlainan tempat masih dalam satu wilayah P:opum maupun di
luar wilayah Propinsi.

Pasal 4 i

!

lam hal terjadi perubahan, penundesn atau pencanbuten keputusan bersama baru berlaku

slah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksiid da.larn Pasal 3

it (2). T
Gl Pasal"5

a tidak tercapai kata sepakat 'menge'nai‘ perﬁbdhén, penundaan atau pencabuizm keputusan

sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud

ial 3 ayat (2) dapat mengambil keputusan.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 6
tuk memperlancar pelaksangan kerjagama antar Desa dibentuk Badan Kerjésama- dengan

sonalianya mengutamakan perangkat desa dari masing-masing desa yang bersangkutan.
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lesa, Bupati wajib memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan,

&=

Pasal 7

|
|
!
|

pelaksanaan kelr-’asama .antar Desa d)bebankan kepada masing- ”m“‘"‘gDesa yang

gkutan,

Yt [

Pasal 8

{

|
J

memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna dalam pe}aksanifmx kerjasama

BAB IV

. BENTUK PERSELISIHAN

Pasal 9

!
!

!
!
!
[

o

sihen dapat terjadifily gajaim saty Kecamatan, antar Desay g bebﬂeda Kecamatan

satu Kabupaten,
erbeda Propms&

i

Pasal 10

ﬁryang berbeda Kabupaten dalam satu P pinsf® dan antar Desa
#Pah Negara Kesotuan Republik Indonesia. |

) o
i

!

‘lisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adplagselisihan pemermtahan dalam arti
lisihan bersifat hukum publik.

isilon yang bersifa# lousum publik sehagaimana dimaksud Pasal 10
srintahan, pembangunan dan ke masyarghnaten yang mengmikibatkes kerugimo
J

Pasal 11

‘dan masyarakat di desa yang bersangkutan.

ati berkewajiban dan berwenang untuk bertindak dan mengambil
relesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

gD

iy

S

3AB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Pasal 13

meliputi bidang
bagi pemerintah

{

keputusan dalam

yelesaian'perselisihan‘ antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 dilaksanakan secara.
yawaralVmufakat yang hasillnya ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani
' Kepala Desa dan diketahui oleh Psjabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

o 12,

i
!
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Pasal 14

f
sihan @ 'lphu esa yang lidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah D"d maki pu,yum o 5:;]'["5
g Uu;:.q,,i,m““ﬂ“ S tenoambil keputusan dalam penyel “ilan per chrth’u L e
sbagaimana dimaksud Pasal 12. ol
(I
BAR VI |

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 b
, menjudi pedoman bagi
fwan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peratwran Daerali ini :
nntuk melaksanakan kerjasama antar Desa.
Pasal 16 |
Lebily lanjut dengan -
fal-hal yaug belum P -
Y gh%“" dalam Peraturan Daevali i akan diatur [
{

‘epufusan Bl
|
yanlg mengatnr hal

Jengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka keteniuan-ketentuan tain
ang sama cinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

!

.. Pasal 17

furan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

r sefiap orang dapal mengetshuinnya, memerintahkan pengundangan Peratur an Daer ah i ini
jan menempatkannya dalam Lembaran Daerali abupaten Toba Samosir. :

Dilet; Pkan di Balige
naga 828l 8 Aglis 2000

BUPATITOBA SAMOSH

SO d ' Cap/dto
Dre. SAHALA TAMPUROLON

andangkan di Bulige

datanggal 9 Agustus 1000

|

|

D UA |

KRETARIS LAB /AT N TOBA SAMOSIR :
‘4.’.‘3.\‘/ i

- it I

/& g 3 '-"\, .l

8 FARL A iﬂimom\mslrwn?mw I

IBINY, #TNGEN / ,

p.o1 OONGE8. oy
Sy |
~<zz— |

EMBARAN DALRRAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR _,

IOMOR 13 TAHUN 2000 SEXl D ] ;

|
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